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Nomor : AV 2e0/3/16 /00w /et Jakarta, 7. Sept 2016
Klasifikasi : Sangat Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Kepada :
Tentang Pengaturan Lalu Lintas dan
Larangan Pengoperasian Kendaraan Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan
Angkutan Barang Pada Saat Libur Provinsi/Kabupaten/Kota;
Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2. Kepala Balai LLAJSDP;
2016/1437 H 3. Kepala Otoritas Pelabuhan
Penyeberangan;
4. Ketua Umum DPP ORGANDA
di
TEMPAT

1. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi persiapan antisipasi libur panjang Hari
Raya Idul Adha Tahun 2016/1437 H, diperlukan pengaturan arus lalu lintas dan
larangan beroperasinya kendaraan angkutan barang di jalan raya, sesuai dengan
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Surat Edaran Pengaturan
Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Pada Saat
Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437 H untuk dijadikan pedoman.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan keffasama diucapkan terima kasih.
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Tembusan disampaikan kepada Yth. :
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Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Sekretaris Kabinet;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
Menteri Perhubungan;

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

. Menteri Perdagangan;

. Menteri Perindustrian;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;

. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (KORLANTAS POLRI);
. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT);

. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
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TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DAN LARANGAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG PADA SAAT LIBUR PANJANG HARI RAYA IDUL ADHA
TAHUN 2016 / 1437 H

1. Berdasarkan hasil rapat persiapan antisipasi libur panjang Hari Raya Idul
Adha Tahun 2016/1437 H hari Kamis tanggal 1 September 2016, diperlukan
pengaturan arus lalu lintas dan larangan beroperasinya kendaraan angkutan
barang di jalan raya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

2. Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu)
dilakukan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputi:

pengendalian lalu lintas pada persimpangan;

pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan

pemasangan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat

pengendali dan pengaman pengguna jalan sementara.
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3. Berdasarkan pasal 96 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, tanggung jawab pelaksanaan manajemen dan
rekayasa lalu lintas dilakukan oleh:

Kementerian Perhubungan;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dinas yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas

dan angkutan jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.
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4. Melakukan koordinasi dengan pengelola jalan tol terkait antisipasi
peningkatan arus lalu lintas di jalan tol, khususnya penanganan antrian di
pintu masuk dan keluar tol.

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi
terjadinya bencana alam (missal tanah longsor, jembatan putus, dan pohon
tumbang).

6. Mensiagakan personil Dinas Perhubungan pada jalan yang berpotensi terjadi
kepadatan arus lalu lintas pada wilayah kerja masing - masing.

7. Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas, secara tiba-tiba atau
situasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan oleh POLRI.
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Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada saat libur panjang Hari Raya
Idul Adha Tahun 2016/1437 H, dipermaklumkan mulai tanggal 9
September 2016 pukul 00.00 WIB s. d. 12 September 2016 pukul 24.00
WIB, kendaraan angkutan barang yang memiliki lebih dari 2 (dua) sumbu
dilarang beroperasi.

Larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang berlaku pada jalan
nasional (jalan tol dan jalan non tol) serta jalur wisata di 8 (delapan) provinsi,
yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud

pada angka 8 (delapan) meliputi:

a. kendaraan pengangkut bahan bangunan;

b. kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan),
serta kendaraan kontainer; dan

c. kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2 (dua).

Larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud
pada angka 8 (delapan) dikecualikan bagi kendaraan pengangkut:

a. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG);

b. ternak;

c. bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah,
bawang merah, kacang tanah, kedelai, daging sapi, daging ayam, ikan
segar dan telur);

pupuk;

susu murni;

barang antaran pos; dan

barang (bahan baku) ekspor/impor dari lokasi home industry dan atau
sebaliknya ke pelabuhan ekspor/impor
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Untuk pengangkutan air minum dalam kemasan dilakukan pada waktu
sebelum pelaksanaan waktu pelarangan atau dapat tetap dilakukan
pengangkutannya dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang
bersumbu tidak lebih dari 2 (dua) sumbu.

Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang
melalui moda darat diberikan prioritas.

Apabila terjadi gangguan arus lalu lintas dan angkutan jalan, maka untuk
mengantisipasi kondisi tersebut, perlu segera mengambil langkah-langkah
antisipasi dan proaktif berkoordinasi dengan aparat pemerintah, antara lain
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI).

Pelanggaran terhadap larangan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai pasal 282 dan pasal 306 Undang-
Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



13. Demikian Surat Edaran ini dan laporkan perihal menonjol kesempatan
pertama kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat serta dijadikan

pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkandi: Jakarta

Pada tanggal :2 September 2016
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